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Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan
Peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor
39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yaitu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam
Negeri.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri ini
mengatur mengenai tata kelola Data 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah yang merupakan bagian dari Satu 

Data Indonesia.
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Tujuan dibentuk Satu Data 
Pemerintahan Dalam Negeri
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Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian dan Pemerintah Daerah
dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data Pemerintahan Dalam Negeri;

Memenuhi kebutuhan akses dan mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, konsisten,
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan
antar Instansi Pusat dan/atau instansi daerah; dan

Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan
perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.
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Data Pemerintahan
Dalam Negeri

Data Pemerintahan Dalam Negeri terbagi menjadi dua
yakni untuk Data Pemerintahan Dalam Negeri di 

tingkat Kementerian dan Data Pemerintahan Dalam
Negeri di tingkat Pemerintah Daerah.

Data Pemerintah Daerah mencakup 32 Urusan yang 
diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan 6 Unsur yang 

diatur di dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019. 



Penyelenggara Satu Data Pemerintahan
Dalam Negeri
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Pembina Satu Data Pemerintahan
Dalam Negeri

Koordinator Satu Data Pemerintahan
Dalam Negeri

Walidata

Walidata Pendukung

Produsen Data
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Permendagri Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri mengatur

Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang

terdiri dari:

a. Perencanaan Data

b. Pengumpulan Data

c. Pemeriksaan Data

d. Penyebarluasan Data

Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata yang dilakukan

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang

saling terintegrasi.
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Portal Satu Data 
Pemerintahan Dalam Negeri

Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah media
bagi pakai Data Pemerintahan Dalam Negeri yang dikelola di
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri, di provinsi, dan/atau di kabupaten/kota yang
terintegrasi dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi.
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Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri menyediakan akses:

a. Standar Data

b. Metadata

c. Kode Referensi

d. Data Prioritas

e. Jadwal Rilis dan/atau pemutakhiran Data

Hak Akses Data di dalam Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dapat dilakukan

pembatasan berdasarkan sifat:

• Terbuka, dapat diakses melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri

• Terbatas, dapat diakses secara terbatas oleh Pengguna Data yang diatur oleh ketentuan

peraturan perundang-undangan

• Tertutup, dapat diakses berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pengguna Data dan

Walidata.

Portal Satu Data PemerintahanDalam Negeri dikelola oleh Walidata

Portal Satu Data Pemerintahan Dalam
Negeri



Bagan Alur 
Integrasi Data 
melalui Portal

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



E-DATABASE KEMENDAGRI
PORTAL DATA 

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
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—Aplikasi E-Database

Portal Data Terpadu Pemerintahan Dalam Negeri yang
menyajikan data-data yang menyeluruh dan terpadu.
Satu Data menyediakan satu basis data yang akurat,
terbuka, terpusat dan terintegrasi, menyediakan data
dalam format yang mudah dicari, diakses serta
digunakan kembali, dengan harapan publik/masyarakat
pengguna portal dapat memanfaatkan data yang telah
tersedia serta menciptakan inovasi dan peran serta
dalam membangun negara Indonesia menjadi lebih baik.
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P E L I T A
PELayanan Integrasi daTA
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P E L I T A
PELayanan Integrasi daTA

E-DATABASE KEMENDAGRI



Integrasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri

Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri
berfungsi sebagai embrio/gudang data
yang dapat menyimpan seluruh data
yang terdapat pada Kementerian
Dalam Negeri. Gambaran disamping
merupakan integrasi dari berbagai
sistem aplikasi yang telah dimiliki
Kementerian Dalam Negeri yang
dengan aplikasi Satu Data
Pemerintahan Dalam Negeri.

K/L
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E-Database Kemendagri telah

terintegrasi melalui API dengan

Portal Satu Data Indonesia yang

dikelola oleh Sekretariat Satu

Data Indonesia dan Sistem Peng-

hubung Layanan Pemerintah

(SPLP) yang dikelola oleh

Kementerian Komunikasi dan

Informatika.

E-DATABASE 
KEMENDAGRI
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SIPD - HUB
PORTAL INFORMASI 

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
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—Aplikasi SIPD-HUB

Portal Informasi Pemerintahan Dalam Negeri yang
memvisualisasikan data informasi dari berbagai
Kementerian/Lembaga untuk mendukung
pengambilan kebijakan dalam penyusunan
perencanaan pembangunan dan penganggaran
keuangan daerah sehingga lebih tepat sasaran.
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SIPD-HUB
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Data Telah Terintegrasi SDPDN

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi
Data Pokok Pendidikan (Data Anak Tidak
Sekolah, Data Sekolah, Data Siswa dan Data
Guru)

Data SIPD 
Perencanaan dan Penganggaran

Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional  Data  Keluarga Beresiko Stunting

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
Data Pensasaran Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem (P3KE)

Direktorat Jenderal Bina Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Data Penduduk Berdasarkan Umur Tunggal, Data Penduduk
Berdasarkan Struktur Umur, Data Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja, Data Wajib KTP, Data Capaian Identitas
Kependudukan Digital, Data Kepemilikan Akta Kelahiran, Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak



𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛
× 100% 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑠𝑢𝑠 𝐴𝑇𝑆

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ
× 100%



𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐼𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑚𝐾𝑒𝑠 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐼𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑚𝐾𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛
× 100% 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑃𝐽𝑆 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑃𝐽𝑆 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
× 100%





TERIMA 
KASIH
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